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ABSTRAK 
 

Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 merupakan peristiwa 

ketatanegaraan yang menandai fase kritis dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca-

reformasi. Mekanisme pemakzulan yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen 

akuntabilitas konstitusional justru memperlihatkan dominasi faktor politik dibandingkan 

kepatuhan terhadap prinsip hukum. Hal ini terjadi karena pada saat itu Mahkamah 

Konstitusi belum terbentuk sehingga tidak ada lembaga yudisial independen yang 

berwenang menilai tuduhan terhadap presiden. Penelitian ini dilakukan dengan 

pendekatan yuridis normatif dan historis melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar 

1945, Ketetapan MPR, memorandum DPR, serta dokumen hukum terkait. Kajian ini 

diperkuat dengan teori konstitusionalisme dan teori pemisahan kekuasaan sebagai pisau 

analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemakzulan Presiden Abdurrahman 

Wahid lebih banyak ditentukan oleh konfigurasi politik saat itu dibandingkan mekanisme 

hukum yang objektif dan transparan. Proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan 

prinsip due process of law karena lemahnya instrumen pengujian yuridis. Meskipun 

demikian, peristiwa ini membawa dampak penting bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, 

terutama melalui lahirnya amandemen UUD 1945 dan pembentukan Mahkamah 

Konstitusi yang kemudian memperkuat prinsip checks and balances serta supremasi 

konstitusi. Pemakzulan tahun 2001 dengan demikian menjadi preseden historis sekaligus 

pelajaran berharga bahwa pemberhentian presiden harus ditempatkan sepenuhnya dalam 

kerangka hukum yang ketat untuk menjaga stabilitas demokrasi. 

Kata kunci: Pemakzulan, Abdurrahman Wahid, Politik Hukum, Konstitusionalisme.
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ABSTRACT 

The impeachment of President Abdurrahman Wahid in 2001 was a constitutional event 

that marked a critical phase in Indonesia’s democratic journey after the reform era. The 

impeachment mechanism, which was intended to function as an instrument of 

constitutional accountability, instead revealed the dominance of political factors over 

adherence to legal principles. This occurred because the Constitutional Court had not 

yet been established at that time, leaving no independent judicial body authorized to 

assess the charges against the president. This research employs a normative juridical and 

historical approach by analyzing the 1945 Constitution, People’s Consultative Assembly 

(MPR) decrees, memorandums of the House of Representatives (DPR), and other relevant 

legal documents. The analysis is reinforced by the theory of constitutionalism and the 

separation of powers as analytical frameworks. The findings indicate that the 

impeachment of President Abdurrahman Wahid was driven more by political 

configurations than by an objective and transparent legal process. The proceedings did 

not fully reflect the principle of due process of law because of the absence of adequate 

judicial review mechanisms. Nevertheless, this event had significant implications for 

Indonesia’s constitutional system, particularly through the amendments to the 1945 

Constitution and the establishment of the Constitutional Court, which subsequently 

strengthened the principles of checks and balances and constitutional supremacy. The 

2001 impeachment thus became both a historical precedent and a valuable lesson that 

the removal of a president must be carried out strictly within a legal framework to 

safeguard democratic stability. 

Keywords: Presidential, Abdurrahman Wahid, Legal Politics, Constitutionalism. 
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